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BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
MOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA

Menimbang

Mengingat

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

KABUPATEN KUBL RAYA
BUPATI KUBU RAYA,

bahwa wunmuk mendukung Agenda Pembangunan
Wilayah sebagaimana termaktub dalam Buku I
Rencana Pembangunan Jangks Menengah Nasional
3015-2019, pengurangan desa tertinggal dan terisolir
di Kabupaten Kubu Raya melalui  peninghkatan
Leterkaitan Kota dan Desa di Kabupaten Kubu Raya
dengan pendekatan kluster, perlu disusun suatu
Hencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;

bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan
Kabupaten Kubu Raya merupakan tindak lanjut
pelaksanaan Pasal 6 ayat {3} Peraturan Menten Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan
Kawasan Perdesaan,

hahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huraf a dan huraf by perlu
menctapkan Peraturan Bupat tentang Penetapan
Pembargunan Kawasan Perdesaan dan Rencana
Pemnbangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kubu
Raya;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenlang
Sistern  Perencanaan  Pembanpgunan  Nasional
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Momor 35 Tahun 2007 tentang
Fembenmikan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momoer 7, Tambshan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 3493);

Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Nepgara Republik Indonesia Nomor 5387
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



e

dengan Undang-Undang Nomeor 9 Tabun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang Unding
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
Dacreh  (Lembaran Negara Republik Indanesis
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahen Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor S67%),;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

L=
Negara Republik Indenesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta
Nomor 5530) sebagaimana iclah diubah dengan
Peraturan Femerintah Nomor 47 Tabun 2015
tentang Perubshan atas Peraturan Pemenniah
Momor 43 Tahun 2014 teolang Peramuran
Priaksansan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indsnesiz
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lombersn

& Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah
Teronggal dan Transmi Nomor 5 Tahun 2018
tentang Pembangunan Kawassan Perdessan (Berite
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomar 359);

Menctaphan PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN

KLUIBU RAYA.
BAB 1
KETENTUAN UMLUM
Pasal 1

Pemerintghan Daersgh y8ng  momumpin wrusan
mﬂmmmﬂﬁiwmm
Camat adalah dmhm-mm;nmyﬂwﬂn}ahhu)udlnngkﬂ
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Badan Permusyawaratan Desa  adalah  lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyclenggaraan Pemerintahan Desa
sehagas unsur penyelenggara Pemenntahan Desa)

8 Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Peranghkat Desa scbagai
unsur peryelenggamn pemenniahan desa, :

9. Pihak ketga adalah lembaga badan hukum dan perorangan diluar
pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah
desa,

10t Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan dan pelayanan.

11. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang
dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelayunan dan pemberdayaan masvarskat desa melalui pendekatan
partisipatl yang dilaksanakan pada kawasan perdésaan tereniu Yang
ditetapkan oleh Bupati. ;

12 Delinasi  adalah p;:tas administrasi dan/atu  batas Fmgmnﬂl
herdasarkan kriteria tertentu yang digunakan scbagai batas wilayah
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKF).

{3, Rencans Pembangunan Kawssan Perdesaan, sclanjumya disingkat RPKF,
adalah merupakan rencana pembangunan jangks menengah yang
beriaku selama 5 tabun. RPKP memuat program dan kegiatan yang
bersifal proritas, terintegrasi, dan apesifile.

14. Timn Koordinasi Pembangunan Kawssan Perdesaan, sclanjutnyn disinghkat
TEPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan
perdesaan sesuas dengan tingkal kewenanganmya.

15 Pihak ketiga adalah pihak luar Pemerintah, Pemeriniah Dacrah,

Pemerintah  Desa yang membanto  penyelenggaman  pembangunan

kawssan perdesaan yang dapal berasal dar perguruan tinggl, konsultan,

atau fembaga swadayes masyarakat.

BAR D
MAKSUD BAN TUIUAN

Pusal 2

(1) Pembangunan kawnsan perdesaan dimaksudkon untuk mengembangloan
pusat pertumbuhan bani  melalul  peningkatan  keterkaitan  Pusat
Pembangunan Lokl (PEL) dengan wilsyah sekotarnyn yang masuk dalam
Rencans Umum Tata Ruang Wiloyah Kabupaten Kubu Reya.

{2) Tujuan pembanguann kewasan perdesaan adalab untuk mempercepat
dan meningkatkan kualiths  pelayanan, pengembangan  ekonomi,
donfatau pemberdayaan masyarabkot dess i wilayah perdesaan serin
mendorong keterknitan desa-kota menjadi desa mandin dan/atau dess
berkembang.

BAB I
RUANG LINGKLUP

Pasal A

(1) Kawasan Perdesuan Kabupaten Kubu Ruyn merupskan bagian dan
kabupaten yang terdiri dur bebernpa desa dalam sebuah perencanan
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Kawasan Perdesaan Pesisir Desa Batu Ampar meliputi Eecamatan Bans
Ampar, dengan luasan 29.691 Ha;
Kawasan Perdesaan Pesisir Padang Tikar, meliputi Kecamatan Bamu
Ampar, denpan luasan 73.942 Ha;
8. Kawasan Perdesaan Pembanpunan Kubu Bertuah, meliputi Kecamatan
Kubu, dengan luasan 29.012 Ha; dan
h. Kawasan Perdesaan Agropolitan Ambassador, mehputi Kecamaran
Kuala Mandor B dan Kecamatan Sungai Ambawang, dengan hRissan
18.239 Ha.
i4) Feta ploting kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian bdar
terpisatikan dan Peraturan Bupats ini.
[S) Pemanfaatan kawasan perdesaan dalam kawasan hutan diselenggarakan
scsual dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

1 (1} Pengusulan Kawasan Perdesaan dapat ditambah, dengan:
a. diprakarsai Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa;
dan
b. diusulkan oleh desa-desa.

(2} Penpusulan Kawasan Perdesasn dirumuskan dalam bentuk berita acara
kesepakatan usulan yang di dalamnya berisi nama-nama desa disertal
kecamatannya yang akan diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan, seris
usulan tema (cin khas) kawasan veng ditandatangani oleh pihak
pemgusul.

BAB V
PENYELENGGARA KAWASAN PERDESAAN

Pasal 7

(1) Untuk menyelenggarakan Pembanpgunan Kawasan Perdesaan, melipus
Py pengusulan, penetapan, pereticanaan dan pelaporan serta evaluasi

dibentuk TEPKP,

{2} TEPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
a. Tim Inti Kawasan; dan
b. Tim Sub Int Kawasan.

(3) Keanggotaan THPKP terdiri dari unsur pemerintah dan pemeriniah desa
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

4] TBKPKP dibantu oleh Tim Fasilitasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan

upats.

(5} Bekretarian TKPKP berkedudukan di Badan Perencana dan Pembangunan

Dacrah (BAPPEDA).



BAB VI
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERIDESAAN

Bagian Kesatu
Dokumen Rencana Pembangunon Kawasan Perdesaan

Pasal 8

(1} Dalam Pembangunan Kawssan Perdesaan disusun sustu Dekoumes) FFKF
yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

(2} Dokumen Rencana Pembanpunan Kowasan Perdesann merupakan acuar
dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan.

{3) Dokumen RPKP dapal  diubgh pada  periode  Lerientd derignarn
memperhatikan perkembangan kebutuhan Kawasin Perdaaaan

14 Dokumen RPKP ditctapkan denpgan Peraturan Bupati

Bagian Kedus
Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 9

i1} Pembangunan Kawasan Perdesaan terdirt atas:
£ pERYUSUNAnN rencana tata ruang kawasan pordespan secara parisipst f;
b. pengembangan pusat perfumbuhan antar-desa secara terpadu;
c. penpguatan kapasitas masyarakat]
d. kelembagaan dan kemitrsan ekonomi; din
e, pembanganan infrastriktur antar perdesaan,

[2) Tema (ciri khas| Kawasan Perdesaan merupakan  fokus  penanganan
kawasan yang dilakukan dengan mempertimbanghkan potonst din masakih
yang ada untuk mewujudlan fungsi kawasan.

Pasal 10O

(1) Pembangunan Kowssan Perdessan  harus  memperhatikan  RTRW,
keserasian dan keseimbamgan kepontingan umum  scrta  keleatanan
linpkungan hidup.

[2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berada dalam kawasan hutan,
tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait,

{3 Pembangunan Kewasan Perdesasn dilakukan dari, oleh, dan untuk
masyarakat dengan melibatkan Pemerintah, baik Pemcrintah [Desa,
Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pusat, dan pemanghku
kepentingan lainnya, lermasuk lembage swasia,

Paszal 11

{1} Perangkat Daerah yang menjadi bagian dari unsur TEHPKP mengarabibcn
program yang pembiayaannya bersumber dan AFBN, dan APBD untuk
medorong percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan,

(2] Pembangunan kawasan perdesaan yang pendanssnnya bersumber dard
dana desa, diselenggarakan oleh desa.

{3) TKPKP dapat menunjule Perangkat Daerah atau  desa  wntulk
melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan yang pendansnannys
bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengilal.



Pembangunan Kawasan Perdesase  vang dilaknikas b e s
Kabupaten/atau pihak kedga wajo mengikuteertakan PemeTInEn Deza
BFD.

Pasal 13
Dalam perencanasn dan pelaksanzan i ﬂ'_-—asai p:rn::r-f:
hamsm:mpahaﬁkmhnlvhalvangbrrkmmﬂdmgﬂnhm@&cﬁ
Pasal 14

Dajamwummp:hkmanpmmmm e

Pasal 15
(1) Emmkpamnpammmaﬁd:ﬂdnhmpzmmmmzniam:pﬂcﬂa:
meliput
a keterlibatan masyarakat dalam @hap penyusunan  dofommen

BAB VIII
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN EAWASAN PERDESAAN

Pasal 16

{1} Pembanganan dan penatasn kawasan perdesaan diavssnsies la
Pemerintah Kabupaten atau gieh pihak ketiga.

P!Mmmwmmmmﬁmmﬂt
ditetapkan oleh Bupat.
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PELAPORAN DAN EVALUAS] PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Prsal 17

(1) Tim fasilitast  melakukan  pelaporan  dan  evaluisd pelubesanian
Pembangunan Rawasan Perdesaan kepada TRPRF.

(2) Hastl Monitaring dan Fvniuas Pembangunan kawasan Perdesinn merjad
dasar bagi TEPREP dalam melakukian penilnian din el porin lepanida
Bupati.

BAR X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1} Bupat melakukan pembinaan terhadap pembangunan dan  penatian

kawisan perdesaan,
(2 Pengawasan terhadap pombangunan dan penoinan  Kawesan perilnsann
dilakukan oleh Badan Permusvawaratan Bosa {BPD) dan Bupat,

RAR X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1%
Pads saat Peraturas Bupati ind mulal berlaku, Keputusan Bupat Kubna Riyvi

Namor 387 /BAPPEDA/2016  tentang Pembangunan Kowisan  Perdesann
Rabupaten Kubua Rayd Tabun 0162019, dicabut dan dinyatukan tdak

berlain:
Pagal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada. anggal diundangkan,

Agar setap orang mengetahuing, memerintahkan pengundongan Peraturan
Bupat ini dengan pencmpatannya dalam Beritn Dacrah Kabupaten Kl

Baya.

- Ditetapkan di Sungat Bayu
pada tanggal o Desember 2010

|BUPATE KUBU RAYA,

i i
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA
PEMBANCOUNAN KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN KUBU RAYA

L U

Lrpens mmmhnwmmuqum
M dalamy NAWACITA, weim: “Membangun Indonesia dari
Negers Kesamuan Republic indoncsia®, berfujusn nnmak mengatasi
kesenjangan pembangunas kota-desa yang akhirnya mengarah pads
peningkatan kessiahteraan dan  foslitas hidup masyarakat Secara
Eegehuruhan.

Pembeclakusn Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa
dizrapian dapatmmpd:sﬂuhﬂmﬂuﬂpﬁmahhnnkm:mmm
antasa kot dess Karena ngusn dari lahirnys Undang-undang inl antars
iz sdalah untuk memsjukan perckonomian masyarekat di pedesaan,
mengarasi kesenjangan pembengunan kots dan desa, memperkuat peran
penduduk dess dalsm pembangunen seria meringhmtkan pelayanan
pohiic bag wargs masvarakst desa.

Diziam Pasal 123 Pereturan Pemerinish Nomor 43 Tehun 2014 tentang

kelembagzan dan kemitraan eknnomi; dan (5] pembangunan i
antar perdesann

Delem Buks 0 Agends Pembangunan Wilayah RPJIMN 2015-2019, amhb

%c 6/ 2014 tentang Desa dengan sasarn berkurangnya jumlzh déss
sedicitrva [B0 deta



::;:hm}ﬂmn Kawasan Perdesaan Kabupaten Kubu Raya merupakan
tegl alternative untuk mempercepat interkoncksi pembangunan di

wilayah pedesaan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki maupun
memecahkan permasalahan vang dihadapi di desa.

Melalui Peraturan Bupati tentang pembangunan Kawasan Perdesaan
dimaksudkan sebagai  suatu  pedeman  dalam  menyelenpparakan

pembangunan kawasan perdesaan sesund Peraturan Perundang - undangan
vang bertaku.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
cukup jelas
Pasal 3
oukup jelas
Pagal 3
ayat {1}
cukup jelas
aval (2} ]
Tems (cin khas) Kawssan Perdesaan merupakan fokus
penanganan  kawasan Ving dilakukan dengan
mempernmbangkan potensi dan masalah yang ada unluk
mewujudkan fungsi kawasan. Tema Kawasan Perdesaan
melingkupt 2 hal, yaitu mencnjolkan potensi dan/atau
menoniolkan masalah,
Contoh lema Kawasan Perdesaan yvang menongolkan polensi,
misalnya : .
a. Howasan Perdesaan Penghasil Karet
b Hawasan Perdesaan Pertanian Bawa
c. Kawasan Perdesaan Kerajinan Rotan
Caontoh tema Kawasan Perdesaan vang menonjolkan masalah,
misalnya: '
o Hewassn Perdesaan tertinggal
b Kewasan Perdesaan rawan bencana letusin gunung berag
¢. Kewasan Perdesaan rawan banjir
Tema kawesan dapat dinama dengan tema-tema lainnva
sesual dengan karakieristik kawasan perdespan yang akan
dikembangkenn.
Pasal 4
culkup jelas
Pasal 5
ayat (1}
cukup jelas
ayat {2)

Kawasan Perdesnan Agropolitan  vaitu  kesatuan  dasi
beberapas dess yang memiliki kesamaan potensi dengin
sysiem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya
alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya  keterkaitan



fungsional dan hirardd brriengan sahuan system permuliman
dan sistem agribienis;

kelantan don periksnen, den jassjze= hoglungan ¥Rng
terdagat di Wilayah Pesisir

dave wilavah pantsi meliputi sumber daya hayati, non hayati
seTia sumber daye buatsn

Kawssan Perdesssn Pertanisn Terpady yaitu kesatuan dan
wmmmmmmm
WWWmuumspﬂm

perdescan dan krgiatan ckonomi dengzn lebih menekankan
padta resolivss konfiile dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Froses poromusan tema dan defmesss Kewessn Perdesann



[mengpunakan peta) .
4 :ﬁng berdampingan .MI“ SN Jati Sl
enuangkan usulan Kawasan Perdesaan dal i
uml{aw Pe : Fite] SR HUCR

ayat (3)
ayat {4)

cutkup jelas
ayat 3

culoup jelas

Pasal 6
culoup jelas
Pasal T
ayat (1) _
Kelembagaan pembangunan Kawasan Perdesaun divwujudkan
dengan Tim HKoordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
[TEPKP). Keanppotaan TEPEF terdin dari umsur pemerintah
dan masyarakal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepals
Daerah Anggota TEPEP diangkat sesuai dengin aturan yang
berlalos dan jumlahnya disesusikan dengan
keburuhan fkondisi di masingmasing tinghkat.

ayat (2
huraf {a)

Sub-tim inti terdini dari wnsur Pemerintah Daerah,
diketual  oleh Sekretaris Daerah denpan anggotanyn
melipsti Kepala Bappeda dan Kepala SKFD yang
terkait. Menangani perdesaan. Keanppotasn sub-tim
inti bersifat tetap, vaity keanggotaannys tidak berubah
meskipun Kawssan Perdesaan  yang ditetaphan
mengalami perabahan tema maupun delineasi seiring
perkembangannys ateu ada penambahan  Kawasan
Perdesaan.

huruf {b)

Sub-tirn Kawasan dibentuk sesuni tema dan delineas
Kawssan Perdesasn dengan susunan keargpotaan
melengkapi keanggotann sub-tim nth. Anggota Sub-tim
Kawasin diketuni Kepala SKPD terkait. Keanggotaan
sub-tim Eawasan bersifat  fleksilel, yaitu  dapat
berubah keanggotsannya tergantung pada lema dan
delineast Kawssan Perdesaan  yong  mengalami
perkembangan dan dapat berubah dalam kouman walktu
5 whun.

ayat (3
cukup jelas
aval (4]

eukup jeias

ayat |5
criboup jelas



Janil B
cikiug jelas

Pritiai] €

eukup jelas
Pasal 10
culeug jelan

Pasal 11
cukup jelon

Pasnal 12
culoup jelan

Pusal 13
culiup jelan

Pasal 14
cukup jelnn

Panal 15
cubeiup jelian

Pasal 16
culewp jelun

Pasal 17
cuibuapy jelng

Pusal 18
cukup jolus

Pasal 19
etk jelas

Pasal 20
culkup jelan

TAMBAHAN BERITA

DAERAH KABUPATEN KUBL RAYA TAHUN 2016
WOMOrER
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